
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MXNTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/
KEPAI-A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP.g 1 / M.PPN / HK/ 07 / 20 I 8
TTNTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENULISAN

VISI PEMBANGUNAN INDONESIA TAHUN 2045

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,

Meninrbang

b

bahwa dalam rangka penyelarasan dan percepatan

pembangunan jangka panjang menuju pencapaian tujuan

nasional, Presiden telah nremberikan arahan agar disusun Visi

Pembangunan Indonesia Tahun 2045;

bahwa berdasarkan peltimbangan sebagainrana dintaksud

dalam huruf a dan untuk menrfinalisasi draft awal Visi

Penrbangunan Indonesia T ahnn 2O4 5 serla menyosialisasikan

Visi Penrbangunan Indonesia Tahun 2045, prlu dibentuk Tinr

Koordinasi Perrulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun

2045;

bahwa pejabal dan pegawai yan9 nanlanya tercantunl dalam

Keputusarl ini dianggap Irtautpu dan memerluhi p€rsyaratan

untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tinr

Koordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun

2045;

Undang-Undan8 Nomor 15 Tahun 2077 tent^ng An88aran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun An1gaftn 2018

(Iarrbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nontor

C

Mengingat : 1
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233, Tambahan Lentbaran Negara Republik Indonesia Nomor

6 r 38);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2073 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Ne8ara;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahlun 2075 tentan8 OrSanisasi

Kementerian Negara;

Peratluran Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang

Kementerian Petencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nmomor 20 Tahun 201,6;

Peraturan Menteri Petencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nonlor 4 Tahsn 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nonror 6 Tahun 2077;

Peraturan Menteri Petencanazn Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor 5 Tahun 20'16 tentanS Perenc anaan, Pelaksanaan,

Pelaporan, Penuntauan dan Evaluasi KeSiatan dan Anggaranl

MEMI.]TUSIGN:

KEPUTUSAN MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL,/KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

PENULISAN VISI PEMBANGUNAN INDONESIA TAHUN 2045.

Merrrbentuk Tim Koordinasi Petrulisan Visi Penrbangunan Indonesia

Tahun 2045 yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan

susunan kearrggotaan sebagaimana tercantunt dalant I'ampian
Keputusan ini.
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KEDUA

KETIGA

KELIMA

Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim
Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

Tim Pengarah bertuSas untuk membertkan arahan kebijakan,
mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi
saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala
kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tim Pelaksana bertugas:

nrerumuskan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2O45;

mendukung proses penyusunan Visi Pembangunan Indonesia
Tahun 2045;

ntemfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pelapor an kegiatan
terkait Penyusunan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;

nremfasilitasi teknis pelaksanaan kegiatan dalam rangka
perunlusan kebijakan, strateSi, dan indikator pencapaian Visi
Pembangunan Indonesia Tahun 2045;

melaksanakan kajian, proyeksi, dan pemodelan secara

kualitatif dan kuantitatif terhadap isu pembangunan tertentu
dalam rangka perunlusan kebijakan, strategi, dan indikator
pencapaian Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;

nrelakukan proses penSunlpulan data dan informasi dalam
rangka Penyusunan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;

memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga dalant proses

perunlusan penyusunan Visi Pembangunan Indonesia Tahun
2045 berdasarkan penugasan dari Menteri Petencanaan

Penrbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;

nren)rusun laporan berkala perkembangan kegiatan
penyusunan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;

memfinalisasi dan menyusun laporan akhir yang berisi
keseluruhan Visi Pembangunan lndonesia Tahun 2045 secara

komperehensif dari seluruh kelompok/bidang;
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KEENAM

KETU.IT I II

KEDELAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

*-
RR. Rita Erawati

j. melakukan tuSas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan
oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka
penyusunan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045; dan

k. melaporkan hasil kegiatan Tim Koordinasi kepada Tim
Pengarah melalui Penanggung Jawab kegiatan.

a. nrenrbantu pelakaanaan tugas Tim Pelaksana dalam
pengumpulan data dan informasi; dan

b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang dlbenkan
oleh Tim Pelaksana.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim
Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapalan Belanja Negara
Kementerian PPN/Bappenas.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak tangga[ 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pad^ tangSal9 Juli 20 I 8

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI/. BADAN PEPJNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

ttd



SAIINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP.g1 /M.WN/HW07 /207a
TANGGAL I JULI 2078

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENULISAN VISI PEMBANGUNAN INDONESIA TAHUN 2045

A. TIMPENGARAH

Ketua

AngSota

B PENANGGUNGJAWAB

C. TIMPELAKSANA

Ketua

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Bappenas;

2. lnspektur Utama Bappenas;

3. Deputi Bidang Ekonomi;
4. Deputi Bidang Pengembangan Regional;

5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber
Daya Alam;

6. Deputi Bidarg Kependudukan dan
Ketenagakerjaan;

7. Deputi Bidang Pembangunan Manusia,
Masya rakat dan Kebuday aan;

8. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan

dan Keamanan;
9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
10. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan

Pengendalian Pembangunan;
11. Deputi Bidang Sarana dan Prasatana;
12. Ekoputro Adijayantq SE.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan

Sektor Unggulan dan Infrastruktur.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan

Sektor Unggulan dan Infrastruktur.

1. Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP;

2. Staf Ahli Menteri PPN Bidary Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan;

3. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi

Ekonomi dan P embiay aan;

4. Staf ...

Wakil Ketua
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1 Kelonrpok Kerja Bidang Politik, Hukum dan Pertahanan Keanunan

Koordinator : R.M Dewo BrotoJoko P, SH, LLM.

Wakil Koordinator : Drs. Wariki Sutikno, MCP.

AnSSota 1. h'. Wisnu Utomo M.Sc;
2. Prahesti Pandan Wangi, SH, LLM;
3. RR. Rita lrawati, SH, LLM;
4. Drs. Indrajaya, M.Sc;
5. Dyah Widiastuti, S.lP, M.Sc.

Kelontpok Kerja Bidang Maritim, SDA, dan Lingkungan

Koordinator : lr. Medrilzam, M.Prof. Econ, Ph.D.

Wakil Koordinator : Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM.

4. Staf Ahli Menteri PPN

Kelembagaan.
Bidang Hubungan

1. Ir. Josaphat fuzal Primana, M.Sc;
2. Dr. Nur Hygiawati Rahayu, S! M.Sc;
3. Ir. R AnanS Noegroho Setyo Moeljono, MEM;
4. Dr. Jarot Indarto, SP, Ml M.Sc;
5. M. Rahmat M:ulianda, S.Pi, M.Mar;
6. Dr. Sudhiani Pratiwi, S! M.Sc.

Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph.D.

1. Dr. Ir. Rachmat Mardiana, MA;
2. Abdul Malik Sadat ldris, Sl M.Ettg;

3. Drs. Sri Bagus Guritno, AK, M.Sc;

Z

Anggota

3. Kelompok Kerja Bidang SDM dan Kebudayaan

Koordinator : Dr. Hadiat, MA.

Wakil Koordinator : Drs. Amich Alhumami, MA, M.Ed, Ph. D.

Anggota 1. Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D;

2. Ardhiantie, SKM, MPA;

3. Vivi Andriani, S! M.Sc;

4. Suprapto Budinugroho, S! M.Eng;

5. TatanS Muttaqin, Ph.D;
6. Didik Darnunto, S.Sos, MPA;
7 . Rudi Arifiyanto, S.Sos, MA, MSE.

Kelompok Kerja Bidang Sarana dan Prasarana

Koordinator : Ikhwan Hakim, ST, M.Sc, Ph.D.

4

Wakil Koordinator

AnSSota

4. Dr. Ir. ...
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4. Dr. lr. Budi Hidayat, M.Eng.Sc

5. Kelompok Kerja Bidang Ekonomi dan Teknologi

Koordinator : Leonardo Adyptrnama Alias Teguh Sambodo, Sp,

MS, Ph.D.

Wakil Koordinator : Ichsan Zulkarnaen, SE, M.Sc, Ph.D.

AnSSota : 1. Dr. Ir. Yahya Rahmana Hidayat, M.Sc;
2. Dr.b. Boediastoeti Ontowirjo, MBA;
3. Dr. Muhammad Cholifihani, SE, MA;
4. Dr. Ir. Himawan Hariyqa Djojokusumo, M.Sc;
5. Mochammad Firman Hidayat, SE, MA;
6. Istasius Ansger Anindito, SE, MA;
7. Yqgi Harsudiono, SE, MPA;
8. Ibnu Yahya, SE.

6. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Daerah

Koordinator : Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D

Wakil Koordinator : Uke Mohammad Hussein, S.Si, MPP.

AnSSota 1. Drs. Oktorialdi, MA, Ph D;
2. lr. R. Aryawan Soetiarso Poetro, M.Sil
3. Tri Dewi Virgiyanti, S! MEM;
4. Mia Amalia, Sl M.Si, Ph.D;
5. Ika Retna Wulandary, ST;

6. Rayi Paramita, SB MT.

7. Kelompok Kerja Bidang KetenaSakerjaan dan Pemerataan Ekonomi

Koordinator : Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc.

Wakil Koordinator : Maliki, MT, MSIE, Ph.D.

Anggota 1. Mahatmi Parwitasari Saronto, Sl MSIE;

2. Ir. Ahnrad Dading Gunadi, MA;
3. Ir. M. lqbal Abbas, MBA;
4. Chaeruniza Fitriyani, S.Sos, MSP;

5. fuski Raisa Putra, SE;

6. Fisca Miswari Aulia, S.Si, MS.

8. Bidang Administrasi

Koordinator

Wakil Koordinator

Anggota

Thohir Afandi, S.Pd, MPA.

Syaiful Afif, SS, MPPM.

1 . David Tinambunan, S.Sos;

2. Kamlla Nadhira, SIA.

D. TENAGA
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D. TENAGAPENDUKUNG 1. Anastasia Puri Wijayanti;
2. Indira Widiesa, S.Sos;

3. Agus Setyo Raharjo;

4. Giyanto;
5. Suprayitno.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR. futa Erawati

trd


